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AH KOTA MAGELANG
TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN
ill;::ll}\?\hf;.:\h ;-wf(;{;.fuzm PENDAPATAN DAN
L r.r..\ l}.ﬂrtl*r,lt.-\ll KOTA MAGELANG
AHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Memmbang © & Wl sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2003 perlu  dilakukan  perhitungan  terhadap ~ Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah:

Mengingat  : 1. Undang- undang Nomor 1 7 T ahun 1950 tentang P embentukan
D‘ﬂerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 35069) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk [Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 4 T ahun 2 000 ( Lembaran N egara R epublik I ndonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3088) ;

5.Undang-undang............
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Y. Und;
o dang-Und;
ang _ i . _
I.}{'IL'I'II]] ( ICI‘H;E Nn”“” 22 Tahun 1900 tentang P{_‘:rl‘u_‘.rn'ﬂilh:lﬂ
CMmbar; P : e D O
Nomor 60, Tami !m Negara Republik Indonesia Tahun 1999 g
. L ¥i : L _— . %
than Lembaran Negara Nomor 3839) | 3
6. Und; B
: ANe-und: _ | , ;.
Kml'mg-m ul;mg Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangafl %
0 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (- Lembaran

Negar: :
i I i i : - /
gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan

I# - e
-embaran Negara Nomor 3848 13

7. Undang-und

N ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar@
cgara .

N 1 Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
cpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan L.embaran Negara Nomor 3851 ) ;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan N asional ( Lembaran N egara Republik Indoncsid

;32;? 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturat
Pemerintah Nomor 84 Tahun 21(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban  Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13, Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
K edudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14 .Peraturan............
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‘“fintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
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16. Keputus: sl '
Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

ientang  pe :
& Pedoman Pengurusan,  Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Dacrah serta TataCara Penyusunan
{\r;"ﬁf;ﬂ'iﬂ;{I’Cndnpnlun dan Belanja Dacrah , Pelaksanaan "ri'l""

ah; Cuangan  Dacrah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I'7. Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah ;

I8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2003:

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2003,

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8  Tahun
1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERHITUNGAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Menetapkan

Pasal | ...........
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Pasal |
Realisasi A
RL nNgearan p
= = ! L'.I'lt E ’ [ r # o ¥ ¥
2003 sebaga berikut - lapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

a. Pendapatan
Rp. 178.643.71 71.663.45
Rp. 178.912.850.744.00

...................................... (Rp. 269.133.080.55)

¢. Pembiayaan -

b. Belanja

PP s T

- I'.l MYV 1Y 73 .
cnerimaan Rp. 26.276.595.226.54

~ Penoalizas
Pengeluaran Rp. 26.007.462.145,99

Surplus/Defisit

Pasal 2

(1) SE]iSi_h anggaran  dengan  realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 5.115.256.663.45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.173.528.461 000,00

b. Realisasi.......................cocoveni.l. Rp.178.643.717.663.45
Selisih lebih.......... Rp. 5.115.256.663.45
(2) Selisih  anggaran  dengan  realisasi belanja sejumlah

Rp. 20.246.070.256,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 199.158.921.000.00
b, RealiSasl . ..oousevasmnansy speepee Rp. 178.912.850.744.00

Selisih kurang ........ (Rp.20.246.070.256.00)

(3) Selisih anggaran  dengan realisasi  surplus/defisit sejumlah
Rp.25.361.326.919.45 dengan rincian sebagal berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 25.630.460.000,00)
b, REAISHST iouswsinmormnenmmuniinsssomnasdinssi (Rp. 269.133.080.35)

Selisih lebih/(kurang) Rp.25.361.326.919.45

(4) Selisih anggaran ........
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(4) Schsih angearan

dengan  realieass mhiavaan sejumlah
Rp. 25.361 )¢ 019 4% ta realisasi  pembiayaan  S€)

dengan rincian sehagai berikut

a. Penernimaan
1) Setelah perut

ﬂhﬂl] RP 25.ﬁ]“.‘jﬁ”‘”f}{}'f]”
2) Realisasi

.......................... Rp. 269 .1 33-“5‘“-55

Selisih lebih/(kurang)  Rp. 75.361.326.919.43

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan Rp. 646.135.000.00
£) Realisasi Rp. 26.007.462.145.99

" & s &
lllllllllllllllllllllllllll

Selisih lebih/(kurang) Rp. 25.361 327.145.97

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. pOSIS!
keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan
dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah AKtIVAE ...ooveiiireeneeens Rp. 1.192.386.313.783,86
b. Jumlah Utang ..o . Rp. 1.202.413.412,50
¢. Jumlah Ekuitas Dana ............... .. Rp. 1.191.183.900.371 36

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1. Saldo Kas
daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dnuangk;rin
dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 24.406.742.886,99,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003 Rp. 26.276.595.226,54

b. Jumlah penerimaan kas Rp.178.643.717.663,45
Rp. 204.920.312.889,99

c. Jumlah pengeluaran Kas ............... Rp. 179.558.850.744,00
d. Saldo Kas 31 Desember ............... Rp. 25.361.462.145,99
Pasal 4 ..o
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Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pend

- apatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih
lanjut tercantum dalam [ | Belanja Daerah dijelask:

Ampiran Peraturan Dacrah ini, yaitu :

. Lampira a7
: .,mii,-r n II + Laporan Perhitungan APBD
;. { | ._Tm . Nota I‘t:rhilungun APBD
;1. _.tunml-tm Il : Laporan Aliran Kas
-Lampiran IV 1 Neraca Daerah
Pasal 5
Lampiran-lampiran  sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupaka |

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam [.embaran Daerah
Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Mel 2004

WALIKOTA MAGELANG

\_Jityurt.

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang.
pada tanggal 18 Mei 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Dr¢. SULAEMAN

Pembina Utama Muda
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2004 NOMOR 5
Seri A No. 3
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